HEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 455 /HK/KPTS/2017

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH NEGERI BEARU DAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH
TINGEAT SEKOLAH DASAR DAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Menimhang

Mengingat

DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2017
BUPATI SIAK,

: bahwa untuk melaksanakan kctentuan Pasal 2 ayar (1)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, periu
menetapkan Kepurusan Bupal tentang Penetapan Nama
Sckolah Negeri Baru dan Perubahan Nama Sekolah Tingkat
Sekolah Dasar dan Tingkat Sekolah Menengah Pertama di
Kabupaten Siak Tahun 2017;

=

Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Kanmun, Kabupaten Natuna, Xabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor
78, Tambehan Lembaran Negara Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negare Nomeor 4435);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemmbentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);



10.

1L,

12,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah |Lembsaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan tindang.
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tabhun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Dasar (Lecmbaran Negara Tahun 1990 Nomor
35, Tambahan Lembaren Negara Nomor 3412
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 355 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahar

Lembaran Negara Nomor 3763);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerin:ah
Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambakan
Lembaran Ncgara Nomuor 3704y

Peraturean Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawassn Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 604 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36
Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan
Penutupan Setuan Pendidikan Dasar dan Menengah
(Berita Negara Tahun 2014 Nomor 607);

Peraturan Menteri Dalam Neger Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembenlukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negera Tahun 2015 Nomor 2036);
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